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Pidana perampasan kemerdekaan saat ini sedang mengalami ”masa krisis” karena termasuk
salah satu jenis sanksi yang ”kurang disukai”. Banyak kritik tajam ditujukan terhadap jenis
pidana perampasan kemerdekaan ini, baik dilihat dari sudut efektifitasnya maupun dilihat dari
akibat-akibat negatif lainnya yang menyertai ataupun berhubungan dengan dirampasanya
kemerdekaan seseorang. Kritik-kritik tajam dan negatif tidak hanya ditujukan terhadap pidana
perampasan kemerdekaan menurut pandangan retributif tradisional yang bersifat menderitakan,
tetapi juga terhadap pidana perampasan kemerdekaan menurut pandangan modern yang lebih
bersifat kemanusian dan menekankan pada unsur perbaikan si pelanggar (reformasi,rehabilitasi
dan resosilaisasi).Menentukan lamanya atau berat ringannya pidana perampasan kemerdekaan
berupa penjara atau kurungan merupakan salah satu bagian dari masalah kebijakan
pemidanaan. Mencatumkan ancaman pidana peramapsan kemerdekaan berupa penjara atau
kurungan dalam perumusan tindak pidana memang tampaknya sederhana. Namun apakah
semua tindak pidana akan diancam dengan pidana penjara atau kurungan?.Ternyata dalam
perundang-undangan hukum positif indonesia sendiri sudah mengatur mengenai sanksi yang
bersifat non custodial tetapi Hakim belum terlalu terbiasa untuk menjatuhkan sanksi berupa non
custodial karena presfektif hakim yang masih berparadigma klasik.
Kata Kunci :  Pidana perampasan kemerdekaan, Non Custodial Sanction
A.PENDAHULUAN
Dewasa ini masalah peningakatan pendayagunaan alternative pidana perampasan
kemedekaan (non custodial sanction) sudah menjadi masalah yang universal.Terbukti dari
perhatian united nation terhadap masalah ini. Sub Committee 11 pada The Sixth United Nation
Congress on the Prevention of crime and the Treatment of Offender pada tahun 1980 di Caracas,
yang membahas topik De-institutionalization of corrections yang memberikan rekomendasi
sebagai berikut :
In a resulation on alternative to imprisonement the congress recommended that member
state examine their legislation with aview towards removing legal obstacles to utilizing
1 Herlita Eryke,S.H.M.H.Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Bengkulu
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alternative to imprisonment in appropriate cases in countries where such obstacles exist
and encouraged wider community participation in the implementation of alternative to
improsement and activities aimed at the rehabilitation of offenders 2
Di dalam pembaharuan hukum pidana perampasan kemerdekaan selalu menempati
posisi sentral di dalam stelsel sanksi pidananya, di samping itu pidana perampasan kemerdekaan
yang ternyata sulit untuk dihapuskan begitu saja. Meskipun diadakan usaha pembaharuan dalam
segi praktis maupun teoritis. Untuk mengurangai nilai ekonomis dari pidana perampasan
kemeredekaan, namun merupakan kenyataan,bahwa di satu pihak pidana perampasan
kemerdekaan akan tetap ada seperti diungkapakan oleh Barnes & Teeters, New Horizons in
Criminologi, Third Editions,Prentice Hall of Indea, New Dehli, 1966 menyatakan : we have
taken the position throughtout that prisons as we know then in our culture have failed in
rehabilitation and,in fact, have been the instrument in hardening many of their victims in anti
social attitudes. We are not prepared to obolish them at this time,though we are convinced that
the swing eventually be in the directions”3 sekalipun mungkin namanya berbeda dan dilain pihak
pidana perampasan kemerdekaan akan tetap melekat kerugian-kerugian yang kadang sulit untuk
diatasi. Kerugian itu bila ditinjau dari segi tujuan yang hendak dicapai kerugian tersebut dapat
bersifat filosofis maupun praktis. Sekalipun penjara diusahkan untuk tumbuh sebagai instrument
reformasi dengan pendekatan lebih manusiawi ,namun sifat asli sebagai lembaga yang harus
melakukan pengamanan dan pengendalian narapidana tidak dapat dilepaskan begitu saja.
Pidana perampasan kemerdekaan berupa penjara dan kurungan merupakan jenis sanksi
yang paling sering dijatuhkan oleh hakim dalam system peradilan pidana di Indonesia. Terlihat
dari berbagai putusan di pengadilan di Indonesia hampir 98%4 menjatuhkan pidana penjara atau
kurungan terhadap terpidana tanpa melihat jenis tindak pidana maupun bobot keseriusan tindak
pidana yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Pidana perampasan kemerdekan berupa pidana
penjara dan kurungan dianggap sangat efektif dalam mencegah dan menaggulangi kejahatan
yang terjadi di dalam masyarakat.
2 United nation congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders hal ini juga mendapat
perhatian pada The Fourt United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treament of Offenders
(1970) dan the fifth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treament of Offender (1975) serta
dibicarakan di consultative Assembly of  the Council Of Europe
3 Muladi & Barda Nawawi Arief, Teori Kebijakan Hukum Pidana, PT Alumi Bandung,1998,Hlm 77
4 Jurnal Paria Peradilan Indonesia, Mahkamah Agung Indonesia,2007
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Jika melihat penegakan hukum yang ada di Indonesia hakim cendrung untuk menjatuhkan
pidana perampasan kemeredekaan berupa penjara atau kurungan seperti kasus pencurian sandal
jepit yang dilakukan oleh seorang anak pelajar SMK di Palu suatu ironi ketika seorang anak di
ancam hukuman lima tahun penjara akibat mencuri sandal jepit milik Briptu Ahmad Rusli
Harahap dan Briptu Simon Sipayung anggota Polda sulteng mei 2012.Ataupun banyaknya kasus
anak nakal (Juvennille Deliquent) mencuri kecil-kecilan ataupun vandalisme yang dilakukan
remaja oleh sistem peradilan pidana Indonesia di hukum dengan pidana perampasan
kemerdekaan5.
Menilik pada contoh kasus diatas terlihat bahwa penegakan hukum Indonesia sangat kaku
hal ini salah satu disebab oleh Hakim tidak mempunyai pilihan dalam menjatuhkan sanksi selain
pidana penjara bagi tindak pidana pencurian misalnya, karena sesuai dengan rumusan pasal 362
KUHP berbunyi : Barang siapa mengambil barang sesuatu,yang seluruhnya atau sebagaian
kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,diancam pidana
penjara paling lama lima tahun.Jadi jika melihat formulasi bunyi pasal tersebut Hakim tidak
memiliki pilihan kecuali menjatuhkan sanksi perampasan kemeredekan berupa penjara
maksimun pidana 5 tahun karena KUHP tidak memberikan alternative sanksi kecuali pidana
perampasan kemeredekaan berupa penjara atau kurungan  bagi setiap orang yang melakukan
pencurian tanpa melihat bobot keseriusan tindak pidana atau kerugian yang ditimbulkan akibat
tindak pidana tersebut. Sehingga kasus seperti pencurian sandal jepit tersebut vonis Hakim
pastilah berupa pidana perampasan kemerdekaan yaitu pidana penjara atau kurungan. Adanya
kecendrungan masyarakat pada saat ini dan melihat dari kenyataan bahwa semakin tidak
disukainya pidana penjara khususnya untuk pidana yang dijatuhkan kurang dari 1 (satu) tahun
dan atas dasar pertimbangan kemanusiaan serta tujuan dari pemidanaan secara umum, serta
kurang efektifnya pelaksanaan pidana penjara sehingga membawa konsekuensi negatif bagi
perbaikan pelaku6
Jika kita menilik melakukan kajian perbandingan dengan Negara lain seperti Belanda
dimana tempat Indonesia mengadopsi Wvs itu sendiri telah melakukan pembaharuan hukum
pidana secara signifikan ini terlihat dengan mengupayakan merumuskan alternative pidana
5 http://www.hukum.kompasiana.com,diunduh pada 19 Februari 2013 jam 21.30 WIB
6 Muladi dan Barda Nawawi Op Cit, hal 18
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perampasan kemerdekan (non custodial sanction) untuk tindak pidana ringan yang tidak
menimbulkan tingkat keberbahayaan yang besar seperti kasus pencurian/penguntitan yang
dilakukan anak di pusat perbelanjaan.(did not cause significant demage)
Jika dilihat dari masalah efektivitas pidana penjara ini juga menjadi perhatian kongres PBB
kelima pada tahun 1975 mengenai Prevention of Crime and The Treatment of
Offenders.dinyatakan bahwa efektivitas pidana perampasan kemerdekaan menjadi perdebatan
sengit di kebanyakan Negara. Selanjutnya dikemukan bahwa di banyak Negara terdapat krisis
kepercayaan terhadap efektifitas pidana perampasan kemerdekaan dan ada kecenderungan untuk
mengabaikan kemapuan lembaga-lembaga kepenjaraan dalam menunjang pengendalian atau
pengurangan kejahatan.7 Kritik menarik juga datang dari sudut politik criminal ialah pernyataan
bahwa orang tidak menjadi lebih baik tetapi justru menjadi jahat setelah menjalani pidana
penjara, terutama apabila penjara ini dikenakan pada anak-anak dan remaja seperti yang
dikemukan oleh Ramsey Clark dalam tulisan yang berjudul “Prison: Factories of
Crime”8.melihat dari kondisi yang dijelaskan diatas hendaknya penggunaan sanksi pidana
perampasan kemerdekaan dilakukan dengan sangat selektif dan limitative.
Lalu timbul pertanyaan apakah memang didalam peraturan hukum positif Indonesia tidak
mengatur non custodial sanction? Maka dai itu tulisan ini akan membahas mengenai non
custodial sansction yang terdapat dalam hukum positif Indonesia.
B.PERMASALAHAN
1. Jenis-jenis sanksi alternative pidana perampasan kemerdekaan (non custodial sanction)
dalam hukum positif Indonesia?
C.METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative yang disebut juga penelitian doktrin
atau penelitian kepustakaan 9. Bahan-bahan yang telah diperoleh disusun secara sistematis,dikaji,
kemudian ditarik kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti. Sebagai
7 Barda nawawi arief,Kebijakan Legislatif dalam Penaggulangan Kejahatan Dengan Pidan Penjara,Badan Penerbit
Universitas Diponegoro Semarang,2000,hlm 43
8 Ibid Hlm 45
9 SoerjonoSoekanto,Sri Mamudji,1995,Penelitian hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat,Raja Grafindo,Jakarta
Hlm 13-14
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penelitian hukum normative, penelitian ini mencakup penelitian inventarisasi hukum positif,asas-
asas hukum,penelitian hukum klinis,sistematika peraturan perundang-undangan,sinkronisasi
suatu perundang-undangan,sejarah hukum dan perbandingan hukum. Oleh karena itu titik
bertanya akan lebih banyak menelaah dan mengkaji data sekunder yang diperoleh dari penelitian
teori-teori para ahli.10 Sedangkan menurut bentuknya, penelitian ini  termasuk ke dalam
penelitian preskriptif. Penelitian preskriptif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk
mendapatkan saran-saran untuk memecahkan masalah-masalah tertentu.11
Dalam penenelitian ini penulis menggunakan beberapa metode pendekatan, antara lain :
1. Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan ( Statute Aproach)
2. Pendekatan Perbandingan ( Comparative Approach)
D. PEMBAHASAN
Non Custodial Sanction dalam Hukum Positif Indonesia
Pengulangan kejahatan dengan menggunakan sanski pidana merupakan cara yang paling
tua,setua peradaban manusia itu sendiri. Ada yang menyebutnya sebagai older philosophy of
crime control.12 Ada juga yang berpendapat bahwa terhapa pelaku kejahatan atau para pelaku
pada umumnya tidak perlu dikenakan pidana. Menurut pendapat itu pidana
merupakan”peninggalan dari kebiadaban kita masa lalu”( a vesitage of our savage past) yang
seharusnya dihindari . Jika dilihat dari segi kebijakana, maka ada yang mempermasalahkan
apakah perlu kejahatan ditanggulagi, dicegah atau dikendalikan dengan menggunakan sanksi
pidana.
G.P Hoefnagels memberikan arti yang lebih luas .dikatakan bahwa sanksi dalam hukum
pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggar hukum yang telah ditentukan undang-
undang,dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan terdakwa sampai pada penjatuhan
vonis oleh hakim. Hoefnagel melihat pidana suatu proses waktu yang keseluruhan proses itu
dianggap suatu pidanaGerakan modern mengenai The campaign against punishment. Kampanye
anti pidana ini masih terdengar di abad XX dengan slogan baru yang terkenal ”the struggle
against punishment atau abolition of punishment”. Ide penghapusan pidana dikemukan oleh
10 ibid
11 Soejono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : UI Press Hal.10
12 Gene Kessabaum,Delinquency and Social Policy,Inc,London,1974 Hlm 39, lihat juga Barda Nawawi Arif
,Kebijakan Legislatif dalam Penaggulangan kejahatan dengan Pidana Penjara, ,Badan Penerbit Universitas
Diponegoro Semarang,Semarang,1996,hlm 18
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dikemukan oleh Fillippo Gramatica, seorang tokoh ekstrim dari aliran defense sociale yang
merupakan perkembangan lebih lanjut dari aliran modern. Menurut Gramatica “hukum
perlindungan social” harus menggantikan hokum pidana yang ada sekarang. Tujuan utama dari
hokum perlindungan social adalah mengintegrasikan individu kedalam tertib social dan bukan
pemidanaan terhadap perbuatannya. Hukum perlindungan social mansyaratkan penghapusan
pertanggungjawaban pidana (kesalahan) dan digantikan tempatnya oleh pandangan tentang
perbuatan anti sosial.13
Sanksi pidana lebih menekankan unsur pembalasan (pengimbalan) yang merupakan
penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang pelanggar,sedangkan sanksi non-custodial
bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pembuat
Atau seperti yang dikatakan oleh J. E. Jonkers, bahwa sanksi pidana dititikberatkan pada pidana
yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan, sedangkan sanksi non-custodial mempunyai
tujuan yang bersifat sosial. Seiring perkembangannya dalam usaha untuk memperbaiki
pelaksanaan pidana penjara ialah dengan adanya Standar Minimum Rules (SMR) yang semula
dirancang oleh The International Penal and PenitentiaryCommission (IPPC) pada tahun 1933.
Setelah naskah IPPC ini diperbaiki oleh sekretariat PBB, akhirnya SMR ini disetujui oleh
kongres PBB pertama mengenai pencegahan kejahatan dan pembinaan pelanggaran hukum pada
tahun 1955 di Genewa. Selanjutnya SMR ini disetujui oleh Dewan Ekonomi dan Sosial PBB
dalam resolusinya No. 633 C (XXIV) tertanggal 31 Juli 1957. Erat kaitannya dengan diterimanya
SMR ini,maka Kongres kedua PBB mengenai pencegahan kejahatan dan pembinaan pelanggar
hukum pada tahun 1960 di London telah mengeluarkan rekomendasi untuk membatasi atau
mengurangi penggunaan yang luas dari pidana penjara pendek. Dengan demikian perlunya
mengembangkan strategi lokal, nasional,regional dan internasional di bidang pembinaan pelaku
tindak pidana dan juga alternatif pidana penjara dapat menjadi sarana efektif untuk pembinaan
pelaku tindak pidana dan keuntungan bagi masyarakat.
Melihat dari banyaknya kelemahan serta dampak negative yang demikian luas terhadap
pidana penjara maka dicari berbagai alternative pidana perampasan kemerdekaan. Menurut
United Nation Standar Minimum Rules For Non Custodial Measure (The Tokyo Rules)
menetapkan seperangkat prinsip-prinsip dasar untuk mengembangkan tindakan-tindakan non
13 Muladi dan Barda Nawawi, Pidana dan Pemidanaan,Alumni,1982,Hlm 24-25.
74
custodial dan juga mengembangkan jaminan minimum bagi orang yang dikenakan tindakan
alternative penjara. Standard Minimium Rules ini dimaksudkan meningkatkan keterlibatan dan
peran serta masyarakat yang lebih besar, khususnya dalam pembinaan pelaku tindak pidana, dan
meningkatkan rasa tanggung jawab pelaku tindak pidana terhadap masyarakat. Adapun tindakan
non custodial pada tahap peradilan dan pemidanaan (“trial and sentencing stage”) dapat berupa :
1. Verbal sanctions yang dapat terdiri dari : admonition (teguran; dalam arti baik




4.Economic sanctions dan monetary sanctions
5.Confiscation dan expropriation order (perintah pengamblalihan);
6.Restitution dan Compensation
7.Suspended/deferred sentence
8.Probation and judicial supervision
9.a Community service order ;
10. referral to an attendance Centre
11. House arrest;
12. Non institutional treatment
13. Kombinasi tindakan-tindakan diatas, 14
Jenis sanksi alternative pidana perampasan kemerdekaan dalam hukum positif Indonesia
yang telah diatur dalam hukum positif Indonesia yaitu :
A. Pidana Pokok
A.1. Pidana Bersyarat
Pidana bersyarat dalam praktek sering disebut dengan pidana percobaan, adalah suatu
system/model penjatuhan pidana oleh Hakim yang pelaksanaannya digantungkan dengan syarat-
syarat tertentu. Artinya pidana yang dijatuhkan oleh hakim dditetapkan tidak perlu dijalankan
pada terpidana selama syarat-syarat yang ditentukan dianggap tidak langgar terpidana.15
Manfaat penjatuhan pidana bersyarat adalah memperbaiki penjahat tanpa harus
memasukkannya kedalam penjara. Dalam Pasal 14a hakim dapat menjatuhkan pidana bersyarat
dalam putusan pidananya apabila :
1. Hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun
14 Tokyo rules SMR Non Custodial Sanction
15 Adam Chazawi,Pembelajaran Hukum Pidana 1, PT Raja Grafindo Persada, 2005,Hlm 54
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2. Hakim menjatuhkan pidana kurungan (bukan kurungan pengganti denda maupun
kurungan pengganti perampasan barang.
3. Hakim menjatuhkan pidana denda, dengan ketentuan : a. apabila ternyata pembayaran
denda atau perampasan barang yang ditetapkan dalam keputusan menimbulkan keberatan
yang sangat bagi terpidana, b. apabila pelaku tindak pidana yang dijatuhi denda bersyarat
itu bukan berupa pelanggaran yang berhubungan dengan pendapatan negara.
Dalam hal hakim menjatuhkan pidana bersyarat, harus ada syarat-syarat yang ditetapkan
dalam putusan hakim . sayart itu dibedakan antara syarat umum dan syarat khusus . sayarat
umum bersifat imparatif artinya bila hakim menjatuhkan pidana bersyarat maka dalam
putusannya harus ditetapkan syarat umum yaitu bahwa dalam tenggat waktu tertentu (masa
percobaan) terpidana tidak boleh melakukan delik (Pasal 14c ayat 1). Syarat khusus hakim boleh
menentukan hal- hal sebagai berikut :
a. Penggantian kerugian akibat yang ditimbulkan oleh dilakukannya delik baik seluruhnya
atau sebagian yang harus dibayarkan dalam tenggat waktu yang ditetapkan oleh hakim
yang lebih pendek dari masa percobaan (Pasal 14 ayat 1)
b. Dalam hal hakim menjatuhkan pidana penjara lebih dari 3 bulan atau pidana kurungan atas
pelanggaran ketentuan pasal 492 (mabuk ditempat umum),504 (Pengemisan), 505
(pergelandangan),506(mucikari),536(mabuk di jalan umum) hakim dapat menetapkan
syarat-syarat khusus tersebut yang berhubungan dengan kelakukan terpidana (14a ayat 2).
Syarat- syarat khusus tersebut tidak diperkenankan sepanjang melanggar atau menggurangi
hak-hak terpidana dalam hal berpolitik dan menjalankan agama (14a ayat 5)16
Sementara itu mengenai masa lamanya percobaan itu ditentukan (Pasal 14b) ditentukan
sebagai berikut :
a. Bagi kejahatan dan pelanggran pasal : 492,504,505,dan 536 paling lama 3 tahun.
b. Bagi jenis pelanggaran lainnya adalah paling lama 2 tahun
Masa percobaan itu dimulai berlaku sejak putusan menjadi tetap dan telah diberitahukan
kepadanya menurut tata cara yang diatur dalam UU.
A.2.Pidana Denda
Pidana denda diancamkan pada jenis pelanggaran baik sebagi alternative kurungan maupun
berdiri sendiri. Begitu juga terhadap jenis-jenis kejahatan ringan maupun culpa, pidana denda
sering diancamkan sebagai alternative pidana kurungan. Bagi kejahatan jarang sekali diancam
pidana dengan denda baik sebagi alternative alternative dari pidana penjara maupun berdiri
sendiri.
16 Ibid ,hlm 60
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Banyak kesistimewaan dari pidana denda sebagai berikut:
1. Dalam hal pelaksanaan pidana , denda tidak menutu kemungkinan dilakukan atau dibayar
oleh orang lain, yang dalam hal pelaksanaan pidana lainnya kemungkinan seperti tidak
bisa.
2. Pelaksanaan pidana denda boleh diganti dengan menjalankan pidana kurungan (kurungan
penganti denda, Pasal 30 ayat 2). Dalam putusan hakim yang menjatuhkan pidana denda,
dijatuhkan juga pidana kurungan penggganti denda sebagai alternative pelaksanaannya,
dalam arti jika denda tidak dibayar terpidana wajib menjalani pidana kurungan pengganti
denda. Lama pidana kurungan pengganti denda minimal 2 hari dan maksimal umum
enam bulan.
3. Dalam hal pidana denda tidak terdapat maksimum umumnya, yang ada hanyalah
minimum umum yang menurut Pasal 30 ayat 1 adalat tiga rupiah tujuh puluh lima sen.
Maksimum khususnya ditentukan pada masing-masing rumusan tindak pidana yang
bersangkutan, yang dalam hal ini sama dengan jenis dari kelompok pidana pokok.17
Pasal 273 (1) KUHAP menentukan bahwa jika putusan pengadilan menjatuhkan pidana
denda kepada terpidana diberikan jangka waktu satu bulan untuk membayar denda tersebut
kecuali dalam putusan acara pemeriksaan cepat yang harus seketika dilunasi. Sementara itu, pada
ayat 273 ayat 2 menyatakan bahwa dalam hal terdapat alasan kuat, jangka waktu sebagimana
tersebut ayat 1 dapat diperpanjang untuk paling lama satu bulan. Uang denda yang dibayar
terpidana menjadi milik Negara.
A.3. Pembebasan Bersyarat
Penetapan pelepasan bersyarat dapat diberikan oleh Menteri Kehakiman Pasal 15 ayat 1
KUHP apabila terpidana telah menjalani pidana sepertiga atau sekurang-kurangnya 9 bulan
(Pasal 15 ayat 1 KUHP). Lamanya menjalni pidana yang dimaksud tidak termasuk lamanya masa
penahan sementara. Artinya masa lamanya penahan sementara tidak dihitung dalam menentukan
dua pertiga atau 9 bulan walaupun dalam putusan hakim selalu ditetapkan bahwa pidana yang
dijatuhkan dipotong dengan masa tahanan.
Lembaga pemasyarakatn mengusulkan pada Menteri Kehakiman apabila seseorang selain
karena telah berkelakuan baik selama pembinaan, dan telah memenuhi syarat sebagimana
ditentukan dalam Pasal 15 ayat 1 KUHP, untuk mendapatkan keputusan pemberian pembebasan
bersyarat berdasarkan pertimbangan antara lain :
1. Sifat tindak pidana yang dilakukan;
2. Pribadi dan riwayat hidup 9latar belakang kehidupan) narapidana
3. Kelakukan narapidana selama masa pembinaan ;
4. Kemunginan untuk mendapatkan pekerjaan setelah ia dibebaskan
17 Ibid hlm 41
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5. Penerimaan masyarakat dimana ia akan bertempat tinggal.18
Apabila seseorang telah diberi pembebasan bersyarat maka diberika masa percobaan
yang lamanya lebih satu tahun dari sisa masa pidana yang belum dijalaninya (15 ayat 3 KUHP ).
Dalam masa percobaan itu narapidana diberikan syarat-syarat tentang kelakuannya setelah
dilepaskan. Syarat ini terdiri dari syarat umum dan khusus. Syarat umum berisi keharusan bagi
narapidana selama masa percobaan tidak boleh melakukan tindak pidana dan perbuatan tercela
(Pasal 15 ayat 1). Syarat khusus adalah segala ketentuan perihal kelakuannya, asalkan syarat
tersebut tidak membatasi hak-hak berpolitik dan menjalankan ibadah agamnya (Pasal 15 ayat 2)
A.4. Sanksi Ganti Kerugian dan Pemulihan Lingkungan
Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan
Hidup   dikenal adanya sanksi non custodial bagi orang/korporasi yang melakukan perbuatan
berupa pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian terhadap
orang lain atau lingkungan wajib membayar ganti rugi seperti yang terumus dalam Pasal 87 yang
berbunyi :
Pasal 87
(1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar
hukum
berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada
orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan
tertentu.
(2) Setiap orang yang melakukan pemindahtanganan, pengubahan sifat dan bentuk usaha,
dan/atau kegiatan dari suatu badan usaha yang melanggar hukum tidak melepaskan tanggung
jawab hukum dan/atau kewajiban badan usaha tersebut.
(3) Pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa terhadap setiap hari keterlambatan
atas pelaksanaan putusan pengadilan.
(4) Besarnya uang paksa diputuskan berdasrakan peraturan perundang-undangan
Sanksi ganti kerugian merupakan terobosan baru dalam Undang-undang Nomor 32 tahun
2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup yang sebelumnya didalam
Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Tindak Pidana Lingkungan Hidup mengenal
ada sanksi berupa Tindakan tata tertib yang dapat dikenakan kepada pelaku Tindak Pidana
Lingkungan Hidup yang diatur dalam Pasal 47 berbunyi :
(2) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidna;dan/atau
(3) Penutupan perusahan (seluruhnya atau sebagian);dan/atau
(4) Perbaikan akibat tindak pidana;dan atau
(5) Mewajibkan mengerjakan apa yang dilakukan tanpa hak;dan/atau
18 Ibid, hlm 64
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(6) Menempatkan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 tahun
A.5.Rehabilitasi
Rehabilitasi meruapakan sanksi yang baru dalam peraturan perundang-undangan di
Indonesia hal ini dapat dilihat dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
Pasal 54 sampai dengan Pasal 59. Pasal 56 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2009 yang berbunyi :
1. Rehabilitasi medis Pecandu Narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh
Menteri
2. Lembaga rehabilitasi tertentu nyang diselenggarakan oleh instansi pemerintahan atau
masyarakat dpat melakukan rehabilitasi medis pecandu narkotika setelah mendapat
pesetujuan Menteri.19
Lalu ditindak lanjuti dalam  Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur
bahwa:
1. Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:
a.Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau
perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah
melakukan tindak pidana Narkotika.
b.Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau
perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah
melakukan tindak pidana Narkotika.
2. Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu Narkotika sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.20
Vonis rehabilitasi kemudian juga diamanahkan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung
Nomor 04 Tahun 2010  tentang Penempatan Penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan
pecandu narkotika.Rehabilitasi ini merupakan sanksi tindakan yang tepat, selain pelaku atau
terpidana juga tetap menjalani sanksi pidana. Sanksi tindakan rehabilitasi sendiri merupakan
sanksi yang setara dengan sanksi pidana (double track system),21 namun memiliki ide dasar yang
berbeda yaitu perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pembuat.22
19Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
20Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, Pasal 103 Ayat (1) dan (2).
21M Sholehuddin, 2003, Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double Track System dan
Implementasinya), P.T. Raja Grafindo, Jakarta, Hal. 24.
22Ibid, Hal. 17.
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Pelaksanaan rehabilitasi ini yang dianggap lebih tepat, karena merupakan program untuk
memulihkan orang yang memilik penyakit kronis baik fisik ataupun psikologisnya.23 Namun
rehabilitasi ini untuk narapidana hanya bagi pemakai, pecandu dan  korban penyalahgunaan
narkotika, karena hanya pemakai, pecandu dan  korban penyalahgunaan narkotika yang
diwajibkan untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.24
B. Pidana Tambahan
Ada 3 jenis pidana tambahan menurut Pasal 10 KUHP
B.1. Pencabutan hak-hak tertentu
Menurut Pasal 35 ayat 1 KUHP hak-hak yang dapat dicabut adalah :
- Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu
- Hak menjalankan jabatan dalam Angkatan Bersenjata/TNI
- Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan
umum
- Hak menjadi penasehat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi
wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas atas anak yang bukan anak
sendiri
- Hak menjalankan mata pencaharian
Hak-hak yang dicabut tersebut oleh hakim tidak untuk selamnya melainkan dalam jangka
waktu tertentu saja kecuali bial yang bersangkutan dipidana seumur hidup atau pidana mati.
Pasal 38 menentukan lamanya waktu bila hakim juga menjatuhkan pidana pencabutan hak-hak
tertentu yaitu :
1.  Bila pidana pokok yang dijatuhkan hakim pada yang bersangkutan berupa pidana mati atau
pidana penjara seumur hidup, maka lamnya pencabutan hak-hak tertentu itu berlaku seumur
hidup.
2.  jika pidana pokok yang dijatuhkan berupa pidana penjara sementara atau kurungan maka
lamanya pencabutan hak-hak tertentu maksimum lima tahun dan minimum dua tahun lebih
lama dari pada pidana pokoknya
3. jika pidana pokok yang dijatuhkan adalah pidana denda, maka pencabutan hak-hak tertentu
adalah paling sedikit dua tahun dan paling lama lima tahun.
Hal yang harus diperhatikan dalam menjatuhkkan pidana pencabutan hak-hak tertentu
hakim boleh menjatuhkan apabila secara tegas diberi wewenang oleh undang-undang yang
diancamkan pada rumusan tindak pidana yang bersangkutan.
23http://www.anneahira.com/narkoba/rehabilitasi.htm diakses tanggal  2 Oktober 2013, Pukul 10.57 WIB
24Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.
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B.2. Perampasan barang- barang tertentu
Perampasan barang tertentu hanya diperkenankan atas barang-barang tertentu saja tidak
diperkenankan untuk semua barang undang-undang tidak mengenal perampasan semua
kekayaan.  Pasal 39 KUHP menyatakan bahwa  ada 2 jenis barang yang dapat dirampas melalui
putusan hakim yaitu :
a. Barang-barang yang berasal /diperoleh dari suatu kejahatan (bukan dari pelanggaran),
yang disebut dengan corpora delictie, misalnya uang palsu dari kejahatan pemalsuan
uang, surat cek palsui dan kejahatan pemalsuan uang;dan
b. Barang-barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan, yang disebut dengan
instrumenta delictie, misalnya pisau yang digunakan dalam kejahatan pembunuhan atau
penganiayaan, anak kunci palsu yang digunakan dalam pencurian dan lain sebaginya.25
Ada tiga prinsip dasar dari pidana perampasan barang tertentu ialah :
a. Hanya diancamkan dan dapat dijatuhkan terhadap dua jenis barang tersebut dalam Pasal
39 itu saja,
b. Hanya diancmakan dan dapt dijatuhkan oleh hakim pada kejahatan saja, dan tidak pada
pelanggaran, kecuali pada beberapa tindak pidana pelanggaran, misalnya Pasal : 502,
519, 549,
c. Hanya diancamkan dan dapat dijatuhkan oleh hakim atas barang-barang milik terpidana
saja. Kecuali ada beberapa ketentuan : a. yang menyatakan secara tegas terhadap barang
yang bukan milik terpidana , maupun; b.tidak secara tegas menyebutkan terhadap, baik
barang milik terpidana atau bukan.
Perampasan barang tertentu menurut Pasal 273 KUHAP menentukan bahwa jika putusan
pengadilan juga ditetapkan bahwa barang tersebut dirampas untuk Negara, selain pengecualian
sebagimana terdapat pada Pasal 46, jaksa menguaskan benda tersebut kepada kantor lelang
Negara dan dalam waktu 3 bulan untuk dijual lelang, yang hasilnya dimasukkan ke kas Negara
untuk dan atas nama jaksa, yang menurut ayat 4 jangka waktu tiga bulan itu dapat diperpanjang
untuk paling lama satu bulan.
B.3.Pengumuman keputusan hakim
Pidana pengumuman putusan hakim ini hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang telah
ditentukan oleh Undang-Undang misalnya terdapat dalam Pasal : 128,206,361,377,395,405.
Pidana pengumuman putusan hakim meruapakan suatu publikasi ekstra dari suatu putusan
pemidanaan seseorang dan pengadilan pidana
25 Ibid hlm 50
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Dalam pidana pengumuman putusan hakim bebas menentukan perihal cara melaksanakan
pengumuman itu, hal tersebut dapat dilakukan melalui surat kabar,plakat yang ditempelkan pada
papan pengumuman, melalui radio maupun televisi, yang pembiayaannya dibebankan pada
terpidana. Maksud dari pengumuman putusan hakim ini adalah usaha preventif , mencegah bagi
orang-orang tertentu agar tidak melakukan tinadk pidana yang sering dilakukan. Maksud yang
lain memberitahukan kepada masyarakat umum agar berhati-hati dalam bergaul dan
berhubungan dengan orang-orang yang dapat disangka tidak jujur sehingga tidak menjadi korban
kejahatan.
Pidana tambahan sifatnya fakultatif (bukanlah keharusan), apabila menurut hakim
kejahatan atau pelanggaran yang diancam dengan salah satu jenis pidana tambahan (misalnya
pasal 242 ayat 4 yang diancam dengan pidana tambahan : pencabutan hak-hak tertentu
nsebagimana disebutkan dalam Pasal 35) yang didakwakan jaksa penuntut umum telah terbukti,
hakim boleh menjatuhkan dan boleh tidak menjatuhakn pidana tambahan tersebut.
Penjatuhan pidana tambahan tidak dapat berdiri sendiri, lepas dari pidana pokok melainkan
hanya dapat dijatuhkan oleh hakim apabila dalam suatu putusannya itu telah menjatuhkan salah
satu jenis pidana pokok sesuai dengan yang diancamkan pada tindak pidana yang bersangkutan.
Artinya pidana tambahan tidak dapat dijatuhkan sendiri secara terpisah dengan jenis pidana
pokok, melainkan harus bersama dengan jenis pidana pokok hal meruapakan kelemahan dalam
stelsel pemidaan indonesia.
Beberapa Negara asing juga telah mengimplementasikan alternative pidana
perampasan kemerdekaan misalnya :
1. KUHP YUGOSLAVIA
a. Verbal Sanction
- KUHP Yogoslavia mengatur verbal sanction dalam Pasal 24 (4) jo Pasal 50A dan 50B
- Pasal 24 mengatur tentang jensi-jenis pidana  setelah ayat (1) s/d (3) mengemukkan jenis
- jenis pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku delik, maka pada ayat (4) ditegaskan
bahwa :”berdasarkan syarat-syarat/factor-faktor yang ditentukan oleh UU ini, pelaku
tindak pidana dapat ditegur/diperingatkan (admonished) oleh pengadilan
- Tegura/peringatan oleh pengadilan itu disebut dengan istilah “judicial Admonitition”
yang diatur dalam Pasal 50 A dan 50B
Pasal 50A
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(1) Teguran/peringatan judicial merupakan suatu tindakan yang akan dijatuhkan berdasarkan
syarat-syarat yang ditetapkan oleh UU ini dalam kasus-kasus di mana ada dasar/alasan
untuk mengharap bahwa sasaran/tujuan pidana akan tercapai tanpa pengenaan pidana
(2) Teguran judicial tidak mempunyai konsekuensi hukum apapun
Pasal 50B
(Syarat-syarat penjatuhan teguran judicial)
(1) Untuk delik-delik yang diancam pidana penjara maksimum sampai 1 tahun atau diancam
denda, apabila dilakukan dalam keadaan-keadaan yang meringankan sehingga membuat
delik itu menjadi ringan
(2) Untuk delik-delik yang diancam dengan pidana penjara lebih berat dari 1 tahun, apabila
persyaratan UU untuk menjatuhkan tindakan ini telah terpenuhi
(3) Berdasrkan syarat- syarat pada ayat (1), teguran judicial ini juga dapat dijatuhkan
perbarengan tindak pidana
(4) Dalam hal menetapkan apakah peringatan judicial dijatuhkan, pengadilan akan
mempertimbangkan :
- Riwayat hidup si pelaku, apakah pernah dipidana, apakah sebelumnya pernah dikenakan
peringatan judicial,motif-motif dalam melakukan tindak pidana, kesiapan si pelanggar
memberikan kompensasi atas kerusakan yang ditimbulkannya, dan keadaan-keadaan lain
yang berhubungan dengan pribadinya.
(5) Peringatan judicial jagan dikenakan kepada anggota militer yang melakukan tindak
pidana terhadap angkatan bersenjata.
(6) Sewaktu menjatuhkan teguran judicial tindakan-tindakan keamanan (security measure)
seperti tersebut dalam Pasal 61C pencabutan SIM 62 (perampasan barang) dan 62A
(perampasan keuntungan materil) juga dapat dinyatakan (ditegaskan dalam teguran itu)26
2. KUHP GREENLAND
- KUHP Greenland menggunakan istilah warning jenis sanksi ini dimasukkan sebagai jenis
sanksi urutan pertama dari 9 jenis sanksi yang disebut dalam Pasal 85
- Dalam Pasal 94 di kemukkan :
“where the court finds the accused quilty but does not thik it expedient either to apply
and authorized sanction or to abstain complete from the use of any sanction, it may
deliver a warning to the accused:
(apabila pengadilan menemukan kesalahan terdakwa tetapi tidak berpendapat bahwa
adalah tidak bijaksana untuk menerapkan sanksi menurut UU atau tidak
menggunakan/menerapkan sanksi apapun, maka pengadilan dapat menyampaikan
memberikan peringatan pada terdakwa
Menurut Barda Nawawi Arief jika memperhatikan Pasal 94 KUHP Greenland dapat
disimpulkan bahwa sanksi warning dapat diberikan, apabila :
a. Hakim menemukan kesalahan pada diri terdakwa
b. Namun hakim berpendirian, bahwa tidak bijaksana menerapakan sanksi atau tidak
menerapkan sanksi apapun
26 Barda Nawawi Arief, Beberapa Masalah Perbandingan Hukum Pidana, PT Raja Grafindo Persada,Hlm 60
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Pasal 94 di atas hanya memberikan dasar kewenangan kepada Hakim sekaligus pedoman
dalam memberikan “warning”. Namun pedoman tersebut tidak serinci seperti KUHP Yugoslvia
(Pasal 50B) disebutkan secara rinci pedoman/syarat-syarat untuk dapat dijatuhkannya sanksi
“Judicial admonition”.27
3. KUHP BELANDA
Dalam KUHP Belanda , pidana terdiri dari pidana pokok (Pasal 9.1a) dan pidana tambahan
(Pasal 9.1b). dalam komposisi/stelsel pidana pokok, tidak ada lagi pidana mati;dan ada tambahan
pidana kerja social (“community services”). Pada komposisi pidana tambahan ada tambahan jenis
pidana “penempatan pada lembaga pendidikan Negara” (Committal to a state workhouse).
Pidana bersyarat
Pasal 14
Pidana bersyarat atau tidak dilaksanakannya pidana dengan syarat dapat dijatuhkan dalam hal :
a. Hakim menjatuhkan pidana penjara/kurungan (bukan kurungan pengganti) tidak lebih
dari 1 tahun atau pidana denda ;hakim dapat menetapkan pidana bersyarat untuk
seluruh/sebagian pidana yang dijatuhkan ini (Pasal 14a:1)
b. Hakim menjatuhkan pidana penjara tidak kurang dari 1 tahun dan tidak lebih dari 3
tahun; hakim hanya dapat menjatuhkan pidana bersyrat untuk sebagian pidana,
maksimum 1/3 nya (Pasal 14a:2)




1. Membayar kompensasi (seluruh/sebagian) dari kerusakan/kerugian yang ditimbulkan
2. Penempatan pada lembaga perawatan (waktunya tidak boleh melebihi masa percobaan)
3. Menyetor sejumlah uang jaminan (tidak melebihi dari perbedaan antara maksimum denda
yang diancamkan dan denda yang dijatuhkan);
4. Menyetor sejumlah uang (yang ditetapkan hakim) ke”dana kompensasi korban perlukan
akibat kejahatan”(the criminal injuries compensation fund) atau untuk lembaga yang
bertujuan melindungi kepentingan korban tindak pidana. Jumlahnya tidak melebihi denda
maksimum untuk delik yang bersangkutan.
5. Syarat –syarat khusus lainnya28
Pidana Kerja Sosial
1. Dalam hal hakim mempertimbangkan pidana penjara tidak lebih dari 6 bulan, ia dapat
menggantinya dengan pidana kerja social (Pasal 22b.1)
27 Ibid ,hlm 65
28 Ibid
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2. Hakim hanya dapat menjatuhkan pidana kerja social, apabila ia yakin bahwa suatu
lembaga atau seseorang akan dipersiapkan untuk menjamin pelaksanaan perintah kerja
social itu dalam waktu singkat (Pasal 22b.2)
3. Hakim hanya dapat menjatuhkan pidana kerja sosial atas permintaan terdakwa (Pasal
22c.1)
4. Keputusan hakim harus menyebutkan : (a). jumlah jam kerja yang harus bdilakukan (b).
lamanya pekerjaan itu dilakukan,(c). sifat pekerjaan yang dilakukan (Pasal 22d.2)
5. Jumlah jam kerja maksimum adala 240 jam (Pasal 22d.3)
6. Pidana kerja social hanya dapat dikenakan apabila terdakwa memberikan persetujuan
(Pasal 22d.4)
7. Apabila terpidana dipandang tidak dapat menyelesaikan pidana kewrja social yang
dijatuhkan, maka atas permintaan penuntut umum, hakim masih dapat mengenakan
pidana custodial dan memerintahkan pelaksanaannya secara penuh atau sebagian (Pasal
22g)
Pidana Denda
- Jumlah pidana denda minimal adalah 5 (lima) gulden (Pasal 23: 2).
- Sedangkan denda yang dijatuhkan tidak boleh melebihi maksimum kategori denda yang
ditetapkan untuk delik yang bersangkutan (Pasal 23: 3).
- Ada 6 kategori denda (Pasal 23: 4) yaitu:
- Kategori ke-1 : 500 gulden;
- Kategori ke-2 : 5.000 gulden;
- Kategori ke-3 : 10.000 gulden;
- Kategori ke-4 : 25.000gulden;
- Kategori ke-5 : 100.000 gulden;
- Kategori ke-6 : 1.000.000 gulden.
- Apabila denda tidak ditentukan/diancam, baik untuk pelanggaran maupun kejahatan,
hakim dapat mengenakan denda sampai jumlah maksimum kategori ke-1 dan ke-3 untuk
masing-masing tindak pidana itu (Pasal 23: 5).
- Apabila jumlah denda dicantumkan, untuk pelanggaran maupun kejahatan, tetapi tidak
ditetapkan kategorinya, hakim dapat menjatuhkan denda sampai jumlah maksimum
kategori ke-1 untuk pelanggaran dan sampai kategori ke-3 untuk kejahatan, yang
jumlahnya lebih besar dari jumlah denda yang diancamkan untuk delik yang
bersangkutan (Pasal 23: 6).
- Jumlah pidana denda yang dapat dijatuhkan untuk korporasi (a juristic person) tidak
lebih dari jumlah kategori tertinggi berikutnya (Pasal 23: 7).
- Dalam menjatuhkan pidana denda, hakim harus mempertimbangkan
kemampuan/kekayaan terdakwa (accused’s means) agar tercapai putusan pidana yang
layak/tepat tanpa mempengaruhi secara tidak sepadan penghasilan (income) dan modal
(capital) terdakwa (Pasal 24).
- Apabila jumlah pidana denda yang dijatuhkan tidak kurang dari 500 gulden, hakim dapat
menetapkan bahwa terpidana membayar dengan cicilan. Setiap cicilan tidak kurang dari 100
gulden (Pasal 24a: 1). Hakim harus menetapkan batas waktu cicilan (Pasal 24a: 2). Batas
waktu cicilan itu tidak kurang dari 1 (satu) bulan dan tidak lebih dari 3 (tiga) bulan (untuk
tiap cicilan), dengan ketentuan bahwa batas waktu seluruh cicilan tidak boleh melebihi 2




- Pidana denda dapat dikenakan untuk delits dan contraventions. UU 7 Agustus 1985
menetapkan denda untuk delits antara 6.000- 15.000 Francs, dan untuk contravention
(Pelanggaran) anatar 30-10.000 francs
- UU 10 Juni 1983 memperkenalkan pidana denda harian (the day fine). Pidana ini tidak
dapat dikenakan pada anak dan hanya diterapkan pada delits yang diancam dengan
pidana penjara (prison). Pidana denda harian ini dimaksudkan sebagai alternative dari
pidana penjara pendek. Maksimum jumlah denda harian adalah 360, sedangkan jumlah
denda hariannya ditetapkan oleh hakim dengan mempertimbangkan pengahasilan dan
pengeluaran terdakwa. Jumlah maksimum tiap denda harian 2000 francs.
- Denda yang tidak dibayar dikenakan ‘detention”. Piadan penganti ini dimaksudkan untuk
memaksa /menekan terpidana membayar dendanya. Lamanya detention tergantung pada
besarnya denda dan maksimumnya dapat mencapai 2 tahun untuk denda yang lebih dari
8000 francs. Apabila denda dikenakan dalam bentuk denda harian, pidan pengganti
(detention) tidak boleh melebihi separuh dari jumlah denda harian yang tidak dibayar .
oleh karena itu maksimum 180 hari.29
Pidana Tertunda/Bersyarat ( Suspended Sentence)
Suspended Santence di Prancis merupakan jenis sursis simple yang dipandang sebagai
implementasi dari mode of sanction (strafmodus), bukan form of sanction (strafsoort). Suspended
Sentence meruapakan tidak dilaksanakannya “unconditional sentence” dengan syarat.
Kebebasan Semi (Semi-Liberte)
UU 17 Juli 1970 (no 70-643) memasukkan ke dalam CCP/KUHP, kemungkinan pidana
penjara dijalani/dilaksanakan dalam bentuk semi liberte seorang hakim, ketika menjatuhkan
pidana penjara 6 bulan atau kurang, dapat member kesempatan kepada terpidana untuk menjalani
pidananya di luar lembaga penjara untuk mengikuti kursus pelatihan atau studi lainnya,
melakukan pekerjaan atau menjalani perawatan medis (“to follow training course or other
studies,”to pursue an accupation” and” to undergo medical treatment”). Upaya untuk
mengembangkan alternative lain dari pidana penajra di perancis, antara lain dengan
mengeluarkan
1. UU 17 Juli 1970 (No 70-634) mengenai “pengawasan judicial”(controle Judiciaire)”, dan
2. UU 11 1975 (No 75-624) mengenai modifiaksi pidana, antara lain kemungkinan
mengubah/menganti pidana penjara pendek
5.KUHP YUNANI
Adapun sanksi yang bersifat non custodial yang ada di KUHP Yunani antara lain :
29 Ibid hlm 23
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a. Pidana tambahan
- Pencabutan hak-hak sipil
- Larangan menjalani propesi tertentu
- Pengumuman resmi penghukuman dan penyitaan
b. Tindakan Keamanan (Security Measures)
- Memasukkan para pecandu alcohol dan obat-obatan ke dalam lembaga perawatan
- Penemaptan pada suatu bengkul kerja (work house)
- Yang tidak berhubungan dengan perampasan kemerdekaan
- Larangan bertempat tinggal di tempat tertentu
- Pengusiran orang asing (the expulsion of aliens)
- Tindakan terhadap milik pribadi seperti penyitaan (confiscation)
Sedangkan bagi anak dan remaja (Bab VIII bagian Umum KUHP Yunani)
Mengatur tentang tindakan reformatif berupa
- Teguran keras/cercaan (reprimand) bagi remaja atau anak-anak
- Penempatan remaja atau anak di bawah pengawasan orang tua/wali
- Penempatan remaja atau anak pada perwakilan pengawasan/yayasan perlindungan anak,
lembaga perlindungan,a tau suatu panitia khusus untuk remaja
- Penempatan remaja pada Negara bagian/kotapraja/lingkungan masyarakat yang tepat,atau
lembaga pendidikan privat.
Tindakan perawatan dapat diperintahkan atas nasehat spesialis di mana remaja
memerlukan perhatian khusus, khususnya karena menderita gangguan kejiwaan, buta, bisu, tuli,
apilepsi dan sebagainya. Untuk anak berusia 7-12 tahun hanya dapat dikenakan tindakan
reformatif atau tindakan perawatan. Untuk yang berusia antara 13-17 tahun pengadilan hanya
boleh memerintahkan tindakan reformatif atau perawatan. Atau apabila dipandang perlu ,
penahan dalam panti asuhan. Bentuk tindakan non institusional merupakan tulang punggung
darai penyelenggaraan peradilan anak di Yunani.
c. Pidana yang bersifat Uang ( Pecuniary Penalties)
Sanksi yang bersifat uang terdiri dari “ pidana yang bersifat uang (Pecuniary penalty) dan
denda (fine) kecuali ditentukan lain dalam UU khusus, pecuniary penalty tidak kurang dari 3000
drachmas dan tidak lebih dari 1 juta drachmas; fine tidak kurang dari 300 drachmas dan tidak
lebih dari 10.0000 drachmas (Pasal 57 PC). Tindakan-tindakan paksa untuk melaksanakan denda
adalah : a. penyitaan harta milik (seizure of property), b. penyitaan barang tetap (seizure of real
estate), c penahanan (detention)
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d. Pidana tertunda /bersyarat (Suspended Sentence)
Menurut Pasal 99 PC Suspended Sentence dapat diberikan oleh hakim apabila seseorang
dijatuhi pidana custodial tidak lebih dari 18 bulan dan belum pernah dipidana sebelumnya
dengan pidana custodial, penundaan pidana ini tidak kurang dari 3 tahun dan tidak dapat lebih
dari 5 tahun. Pemberian pidana tertunda ini tidak tergantung pada apakah pidana custodial itu
dijatuhkan untuk minor offences ,”misdemeanor” atau crime tetapi tujuannya adalah untuk
menggurangi penggunaan pidana penjara pendek.
e. Pengampunan (Judicial Pardon)
Dalam hal tertentu Pendailan dapat menahan diri untuk menjatuhkan pidana, yaitu apabila :
a delik sangat ringan, b. mempertimbangkan watak jahat dari pelaku dan ,c. penjatuhan pidana
dipandang tidak bermanfaat sebagai sarana untuk mencegah pelaku lagi tindak pidana (special
deterrence). UU 1419/1984 memasukkan ketentuan ke dalam KUHP yang memungkinkan
pengadilan tidak menjatuhkan sanksi apapun (Pasal 302:2 dan Pasal 314 : 2PC):
1. Apabila korban dari hilangnya nyawa karena kealpaan atau luka-luka karena kealpaan
adalah keluarga dekat dari si pelaku (the offender’s next of kin), dan
2. Apabila si pelaku seharusnya tidak dipidana karena terutama psikologis yang dideritanya
karena delik itu.
f. Goodtime Allowance
Undang-undang 1952 memberi kemungkinan adanya penggurangan masa pidana di dalam
penjara dengan melakukan suatu pekerjaan. Undang-undang ini menetapkan, bahwa terpidana
penjara yang lebih lama dari 6 bulan dapat menggurangi pidananya dengan berkerja diluar yaitu
disuatu tempat yang disebut ‘penjara perkebunan/pertanian’ (farm prison). Pidana akan
dikurangi dua hari untuk tiap hari kerja. Penggurangan pidana hanya bias dilakukan apabila
terpidana berkelakuan baik dengan cara yang baik/patut hal ini merupakan ‘pemberian
penghargaan/upah’ yang disebut dengan istilah goodtime allowance’.Goodtime allowance
meruapakan sarana individualisasi sanksi dan rehabilitasi narapidana . goodtime allowance
hanya mengurangi masa napi berada di penjara, tidak menggurangi masa/lamanya pidana itu
sendiri.30
30 Barda Nawawi Arief, Perbandingan Hukum Pidana, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta ,2002, hlm 62
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B.7. KUHP PORTUGAL
Pidana yang bersifat non custodial sanction dalam KUHP Portugala adalah :
- Pidana denda (Pasal 46)
- Pidana tertunda/bersyarat (Pasal 48)
- Pengawasan (Pasal 53)
- Cercaan/teguran public (Pasal 59)
- Pidana kerja sosial (Pasal 60)31
Teguran (Reprimand)
Sanksi ini berupa teguran lisana secara formal oleh haikim dalam persidangan terbuka
yang diahdiri terdakwa dalam mukadimah KUHP dinyatakan, bahwa sanksi ini terutama
dimaksudkan untuk pelaku pemula (first offender) dan para pelanggara yang mempunyai rasa
harga diri yang baik (delinquents who have a well developed self esteem), yang tidak melakukan
delik sangat serius, dan kepadanya tidak diperlukan pidana yang lebih berat. Pasal 59:2 PC juga
menyatakan bahwa teguran ini juga dapat diberikan apabila sanksi ini dapt menunjang
rehabilitasi social dari si pelanggar.
Menurut Pasal 59 PC, Hakim dapat menerapkan sanksi apabila :
a. Terdakwa bersalah melakukan delik yang tidak diancam pidana lebih berat dari 3 bulan
penjara. Denda sebesar 90 denda harian atau gabungan/kombinasi kedua pidana
b. Terdakwa harus telah membayar kerugian yang telah ditimbulkan
Tidak Menjatuhkan Pidana (Non Imposing of a Penalty )
Salah satu rekomendasi dari komisi para menteri Dewan Eropa memberi perhatian pada
kemungkinan diberikanya hak kepada Hakim untuk dapat tidak menjatuhkan pidana apapun
terhadap delik-delik ringan. Portugal merupakan salah satu Negara yang menerima rekomendasi
ini dan memasukkan 2 bentuk ‘dispensa de pena’ ke dalam KUHP 1983, yaitu tidak menjatuhkan
pidana terhadap delik :
- Yang diancam dengan pidana maksimum 6 bulan penjara
- Yang diancam dengan pidana gabungan (kumulasi) antara penjara dan denda yang tidak
melebihi 180 denda harian
31 Disarikan dari: Anton M van Kalmthout &Peter J P Tak. “Sanction system in the member Satae of the Council Of
Europe”,Gouda Quint,Arnhem,1988. Dapat juga dilihat di Barda Nawawi Arief, Perbandingan Hukum Pidana, PT
Rajagrafindo Persada, Jakarta ,2002, hlm 63
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Syarat-syarat untuk tidak menjatuhkan pidana adalah :
- Ada kesalahan minimal
- Kerugian telah dibayar
- Tidak ada factor – factor (untuk rehabilitasi atau pencegahan umum) yang menghalangi
penyelesaian masalah dengan cara ini
Dengan melihatnya berbagai pengaturan sanski yang bersifat non custodial diberbagai
Negara asing tersebut maka Indonesia diharapkan dapat melakukan pembaharuan dalam
menentukan stelsel pemidanaan yang tetap disesuaikan dengan nilai-nilai luhur bangsa dan
landasan filosofi Pancasila
E.KESIMPULAN
1. Jenis sanksi non custodial yang daitur dalam hukum positif Indonesia yaitu : Pidana
Bersyarat, Pidana Denda, Pembebasan bersyarat serta Pidana ganti kerugian serta
Pemulihan Lingkungan Hidup (Terdapat dalam UU No 32 Tahun 2009 Tentang Tindak
Pidana Lingkungan Hidup serta Rehabilitasi (Terdapat dalam UU No 35 Tahun 2009
tentang Narkotika )  serta pidana tambahan yaitu : pencabutan hak-hak tertentu,
perampasan barang-barang tertentu serta pidana pengumanan keputusan hakim seperti
yang tertera dalam KUHP
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